SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR {1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNS)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah, dan Surat Edaran Kementerian
Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/9087/SJ tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun
2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil (TPPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(TPPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267); .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

1.
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13.

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 483); ,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2019
tentang Kelas dan Nilai Jabatan Lingkup Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2019 nomor 45) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Kelas dan Nilai Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2020
tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2020 nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2020 tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nmor 106 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Di Siplin Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun



2022 Nomor 106);

26. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Evaluasi Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2023 Nomor 3);

27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil (TPPNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2022 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 46
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNPS) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun
2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 46) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Bobot IKFD, IKK, dan [PPD
a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa
Kabupaten Konawe Selatan memiliki rasio 1,173 atau kategori Rendah,
sehingga memperoleh bobot 0,54959.

b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Berdasarkan data tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik, IKK

Kabupaten Konawe Selatan sebesar 93,37 sehingga bobot IKK 0,79221



c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD), skor masing-masing

komponen variabel pengungkit sebagai berikut :

1. Opini Laporan Keuangan (OLK), 30%
Opini Laporan Keuangan Konawe Selatan pada tahun 2021
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = nilai 750,
sehingga skor OLK 750 x 30% = 225.

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 25%
Skor LPPD Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : LHE-880/PW20/3/2020, LHE-
700/291/INSP/2020, Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020.
Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2019 adalah 3,4869
(tinggi) = nilai 750, sehingga skor LPPD 750 x 25% = 187,5.

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD), 10%
Hasil survey kematangan perangkat daerah yang dilakukan pada
tahun 2020 mendapatkan skor 35, 93 (sedang) = nilai 600, sehingga
skor KPPD 600 x 10% = 60

4. Indeks Inovasi Daerah (IID), 3%
[ID Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, mendapat skor
6,60 (kurang inovatif) = 500, sehingga skor IID 500 x 3% = 15

5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD), 18%
PKPD Kabupaten Konawe Selatan yang dihitung berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran
efektivitas dan efisiensi 1 = prestasi kerja baik (B) = nilai 800,
sehingga skor PKPD 800 x 18% = 144.

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD), 2%
RBPD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 yang dihitung
berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di luar
Belanja Pegawai sebesar 3,80% sehingga skor RBPD 800 x 2% = 16.

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD), 2%
IRBPD Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik



Indonesia nomor B/527/RB.06/2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2021 mendapat skor 51,41 (CC) = nilai
400, sehingga skor IRBPD 400 x 2% = 8.
d. Skor masing-masing komponen variabel hasil terdiri dari :
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 6%
IPM Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil survey Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 skor
69,36 nilai 500 sehingga skor IPM 500 x 6% = 30.
2. Indeks Gini Rasio (IGR), 4%
IGR Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil survey Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 skor
0,32 nilai 1.000 sehingga skor IGR 1.000 x 4% = 40.
(2) Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD)
dengan rumus sebagai berikut :
SIPPD = (variabel pengungkit) + (variabel hasil)
SIPPD = (skor OLK+ skor LPPD+ skor KPPD+ skor [ID+ skor PKPD
+ skor RBPD+ skor IRBPD) + (skor IPM+ skor IGR)
SIPPD = (225 + 187,5+ 60 + 15+ 144 + 16 + 8) + (30 + 40)
SIPPD = 725,5
Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 725,5 (701-800) =
bobot 0,90
(3) Indeks TPP (ITPP) = bobot IKPD x bobot IKK x bobot IPPD
Indeks TPP (ITPP) = 0,54959 x 0,79221 x 0,90
Indeks TPP (ITPP) = 0,391852
(4) Perhitungan besaran Basic TPPNS adalah sebagai berikut :
Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks TPP



Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan x 0,391852

Sehingga diperoleh Basic TPP ASN per kelas jabatan sebagai berikut :

Kelas RP. BPK INDEKS TPP (ITTP) BASIC TPP
1 1.540.000 0,391852 603.452
2 1.947.000 0,391852 762.936
3 2.354.000 0,391852 922.419
4 2.849.000 0,391852 1.116.386
5 4.807.000 0,391852 1.883.632
6 5.764.000 0,391852 2.258.634
7 6.633.000 0,391852 2.599.154
8 7.523.000 0,391852 2.947.902
9 9.360.000 0,391852 3.667.734
10 10.760.000 0,391852 4.216.326
11 12.370.000 | 0,391852 4.847.208
12 16.000.000 0,391852 6.269.630
13 20.010.000 0,391852 7.840.957
14 22.295.000 0,391852 8.736.338
15 29.286.000 0,391852 11.475.775




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI KONAWE SELATAN
Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 11

%;S_gl_inm~ sesuai dengan aslinya
/{s‘i\“ -~ KEPA\LA" 374 IUKUM,






